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ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen lembaga pembiayaan di luar
pengadilan dapat dilakukan melalui BPSK, namun POJK Nomor 61 Tahun 2020
tentang LAPS SJK menghadirkan LAPS SJK. LAPS SJK sebagai lembaga
penyelesaian sengketa konsumen lembaga pembiayaan juga disebutkan dalam
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor
keuangan (Undang-Undang P2SK). Kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki
kewenangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen lembaga pembiayaan.
Dualisme pengaturan mengenai penyelesaian sengketa lembaga pembiayaan
menyebabkan keraguan bagi pelaku usaha dan konsumen yang bersengketa.
Perumusan masalah dalam penilitian ini‘adalah: 1) Bagaimanakah kewenangan BPSK
dalam menyelesaikan sengketa konsumen lembaga pembiayaan pasca terbentuknya
LAPS SJK? 2) Bagaimanakah kekuatan hukum putusan BPSK setelah terbentuknya
LAPS SJK dalam menyelesaikan sengketa sektor jasa keuangan? Pendekatan masalah
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat Yuridis Normatif.
Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Deskriptif. Teknik
pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (Library Reasearch).
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, yang pertama, dengan hadirnya LAPS tidak
mengilangkan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen lembaga
pembiayaan. Baik POJK Nomor 61,Tahun 2020 maupun Undang-undang P2SK tidak
menyatakan mencabut kewenangan'BPSK, menyebabkan adanya dualisme pengaturan
penyelesaian sengketa konsumen lembaga pembiayaan. Kedua, dalam menyelesaikan
sengketa sektor jasa keuangan putusan BPSK masih bersifat final dan mengikat sesuai
dengan pasal 54 ayat 3 undang-undang perlindungan konsumen karena tidak adanya
batasan mengenai sejaun mana BPSK dapat menyelesaikan sengketa konsumen
sehingga masih terbuka ruang bagi konsumen untuk menyelesaikan sengketa sektor
jasa keuangan melalui BPSK.
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